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Wanita adalah faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam memerangi krisis COVID-19. Terlepas dari 
kekhawatiran penyebaran virus, tidak sedikit wanita dengan status berbeda (single / menikah / single parent) menjadi 
wanita karir sekaligus melakukan sebagian besar peran parenting selama pandemi. Kebijakan perpajakan berperan 
penting dalam mendukung individu dan bisnis ketika kita menghadapi krisis ini. Dampak gender dalam perpajakan belum 
menjadi fokus utama pemerintah saat ini dan telah menjadi masalah serius bagi kesetaraan gender di Indonesia. Tujuan 
penelitian ini adalah merumuskan kebijakan fiskal insentif bagi perempuan pekerja yang memiliki tanggung jawab 
keluarga dalam konteks kesetaraan gender. Penelitian menggunakan metode analisis interaktif yang meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil data disajikan dalam bentuk skema 
dan dianalisis secara deskriptif untuk menunjukkan bahwa kesetaraan gender telah diterapkan pada sistem perpajakan di 
beberapa negara. Studi menunjukkan bahwa tidak ada relaksasi khusus yang diberikan kepada wanita pekerja yang 
memiliki tanggung jawab keluarga di Indonesia. Dalam hal ini, rekomendasi kebijakan yang diusulkan untuk perempuan 
tax care terdiri dari pengurangan pajak bagi perempuan yang bekerja di sektor formal dan / atau pengurangan pajak bagi 
perempuan yang memiliki usaha di sektor informal.  
Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Wanita Tax Care, Wanita Pekerja, New Normal, COVID-19, Pemotongan Pajak. 
 
ABSTRACT 
Women are the major factor of a country's economic growth in the fight against the COVID-19 crisis. Despite concern 
about the spread of the virus, not a few women with a different status (single/married/single parent) become career 
women while performing most of the role of parenting during the pandemic. Tax policy plays an important role in 
supporting individuals and businesses when we navigate this crisis. The impact of gender in taxation has not been the 
primary focus of the government at this moment and it has become a serious problem for gender equality in Indonesia. 
The purpose of the study is to formulate a fiscal policy of incentives for those working women who have family 
responsibilities in the context of gender equality. The study used interactive analysis methods that included data 
collection, data reduction, data interpretation, and conclusion. The data result was presented in the form of a scheme 
and analyzed descriptively to show that gender equality has been applied to the tax system in some countries. Studies 
indicated that no special relaxation has been given to those working women who have family responsibilities in 
Indonesia. In this case, the proposed policy recommendation of women tax care consists of the tax deduction for women 
working in the formal sector and/or tax reduction for women who own business  in the informal sector is required. 






Di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19 ini 
akan berakhir, pemerintah mulai berbenah 
menyiapkan aturan dengan pola kenormalan baru. 
Para ahli memprediksi dampak kenormalan baru ini 
akan berpengaruh kepada segala sektor, seperti sektor 
ekonomi dalam kondisi tidak stabil serta sektor 
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industri yang terganggu. Badan Pusat Statistik (BPS) 
merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 
kuartal kedua 2020 yang dimana perekonomian 
Indonesia mengalami kontraksi sebesar -5,32% (year 
on year).  
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 
Airlangga Hartarto, mengatakan dampak dari COVID-
19 merupakan krisis pada bidang kesehatan yang telah 
meluas ke sektor ekonomi baik formal maupun 
informal. Pada sektor informal banyak para pelaku 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang 
gulung tikar dikarenakan menurunnya daya beli 
masyarakat sebagai akibat Pembatasan Sosial 
Berskala Besar, sedangkan pada sektor formal 
berakibat pada tingginya angka pekerja yang terkena 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. 
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 
1,8 juta pekerja terverifikasi terkena PHK dan yang 
belum terverifikasi 1,2 juta orang baik laki-laki 
maupun perempuan. 
Saat ini secara global, berdasarkan data dari 
World Bank 2019, jumlah prosentase penduduk laki-
laki dan perempuan hampir berimbang; yaitu pada 
kisaran 50,416% untuk laki-laki, dan perempuan 
sebesar 49,584%. Di Indonesia, berdasarkan data 
BPS tahun 2019 persentase penduduk laki-laki 
sebesar 50,2% dan perempuan sebesar 49,7%. 
Dengan jumlah tersebut, perempuan diharapkan 
memiliki peran penting dalam perekonomian 
Indonesia. Namun faktanya hal ini sangat bertolak 
belakang dengan jumlah laki-laki dan perempuan di 
bidang perekonomian. Berdasarkan data BPS tahun 
2018, selama 20 tahun terakhir menunjukan Tingkat 
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) cenderung 
stagnan, rata-rata TPAK laki-laki berada di sekitar 
84%, sementara perempuan hanya sekitar 50%. 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Yohana Yembise dalam kunjungan kerja ke 
Fiji pada tahun 2018 mengungkapkan hal ini tentu 
tidak terlepas karena banyaknya diskriminasi 
berkelanjutan dan ketidaksetaraan gender di 
Indonesia. Padahal jika TPAK perempuan dapat 
ditingkatkan, maka akan memiliki pengaruh secara 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ke arah 
positif. 
Krisis ekonomi yang terjadi saat ini 
sebenarnya lebih berdampak pada pekerja 
perempuan. Penyebabnya pandemi memukul 
lapangan kerja yang didominasi perempuan seperti 
sektor jasa akomodasi, pangan, manufaktur, dan 
penjualan. Hal ini diperburuk dengan masih adanya 
isu ketimpangan gender. Berdasarkan hasil 
penelitian Marther (1982), menyatakan banyak 
perusahaan mencari tenaga kerja perempuan dengan 
tujuan menekan pengeluaran. Disamping dapat 
memberi upah murah, perusahaan juga merasa lebih 
dapat menghemat uang perusahaan karena tidak perlu 
memberi tunjangan sosial akibat tidak adanya 
tanggungan keluarga, berhubung kepala keluarga 
disandang oleh laki-laki. Padahal tidak sedikit 
perempuan bekerja yang memiliki tanggungan, 
seperti perempuan yang memiliki suami yang tidak 
dapat bekerja, perempuan berstatus single parent, dan 
menanggung anggota keluarganya yang sakit. 
Mengutip data dari BPS tahun 2018, status 
perkawinan di Indonesia sendiri untuk status “cerai 
hidup” dan “cerai mati” berturut-turut masih banyak 
didominasi oleh perempuan yang masih diatas 
persentase laki-laki yaitu 3,89% dan 9,76%. Kondisi 
ini tentu mengharuskan para perempuan untuk 
memilih bekerja demi memenuhi kebutuhan 
hidupnya. 
 Terlebih jika mereka memiliki anak dan 
tanggungan, tentu akan lebih banyak biaya yang 
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dikeluarkan sehingga akan lebih mendorong dan 
memaksa mereka untuk menjadi “Pekerja Keluarga” 
atau “Tumpuan Keluarga”. Berdasarkan data dari 
BPS tahun 2018, jumlah pekerja keluarga didominasi 
oleh perempuan pada angka 22,57% dibandingkan 
laki- laki yang hanya 5,67%. Perlu diketahui bahwa 
perempuan memiliki kebutuhan tambahan seperti 
pembalut, perawatan tubuh, penyakit tertentu, dan 
sebagainya. Hal ini menyebabkan terjadinya 
diskriminasi terhadap perempuan dikarenakan 
mereka memiliki kebutuhan yang besar, tetapi tidak 
sejalan dengan penghasilan yang diperoleh. 
Gender equality bukan hanya sekedar hak 
asasi manusia yang fundamental, tetapi juga 
merupakan suatu landasan yang diperlukan untuk 
menjadikan dunia menjadi damai, sejahtera dan 
berkelanjutan (United Nations, 2020). World Bank 
(2001) menyebutkan bahwa kesetaraan gender 
merupakan persoalan pokok pembangunan yang 
akan memperkuat kemampuan negara untuk 
berkembang, mengurangi kemiskinan dan 
memerintah secara efektif. Dalam konteks inilah jika 
negara kita ingin membangun pemerintahan yang 
maju, setidaknya memperhatikan masalah terkait 
gender equality secara khusus, terutama di bidang 
ekonomi. Pajak memiliki andil yang besar pada 
perekonomian suatu negara. Dengan menerapkan 
gender equality pada sistem perpajakan diharapkan 
dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pada tahun 
2019 menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
penerimaan pajak tercatat menyumbang 82,5% dari 
total pendapatan negara. 
Pada kondisi seperti ini mengharuskan 
pemerintah untuk memberikan perhatian lebih 
terhadap gender equality di bidang ekonomi. Upaya 
terpenting yang perlu dilakukan adalah bagaimana 
memberi perlindungan dan mengupayakan 
diperolehnya hak-hak bagi perempuan yang bekerja 
atau menjalankan usaha. Dalam memastikan 
perlindungan perempuan akan kesetaraan gender, 
dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat membantu 
mewujudkannya sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan negara dalam rangka menjaga kestabilan 
ekonomi khususnya di masa “New Normal”. Salah 
satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan 
menerapkan adanya kebijakan fiskal berupa insentif 
pajak untuk perempuan bekerja. 
 
Insentif Pajak menurut Chen Duanjie (2015) 
adalah langkah-langkah pajak yang mengikis dasar 
dan melanggar tiga prinsip dasar optimalisasi pajak: 
efisiensi, keadilan, dan kesederhanaan. Namun, 
insentif pajak dapat dibenarkan untuk mengantisipasi 
kegagalan pasar, bersaing untuk proyek investasi 
seluler sambil mempertahankan basis pajak umum, 
atau mengejar ekonomi aglomerasi. Potensi Insentif 
pajak selalu lebih rendah daripada reformasi 
perpajakan nasional, yang dikenakan terhadap semua 
aktivitas investasi di sektor ekonomi. Namun apabila 
negara dapat menggunakan insentif ini sebagai upaya 
mempertahankan basis pajak dan memperluas 
potensi pengenaannya dengan tarif seminimum 
mungkin. 
Dalam pengamatan Nelson (1996) 
pembayaran pajak tidak dapat berdasarkan pada 
kedudukannya dalam keluarga atau pendapatan 
individu saja, tetapi juga memperhitungkan status, 
kepemilikan tanggungan, dan pencari nafkah di 
dalam rumah tangga. Hal tersebut didukung oleh 
Elson (2006) bahwa perlunya pemberian tunjangan 
pajak kepada perempuan yang bekerja sebagai 
pengganti bentuk imbalan atas perannya dalam 
menjalankan pekerjaan rumah tangga. Berdasarkan 
uraian yang telah dijabarkan, melatarbelakangi 
penulis untuk memformulasikan suatu kebijakan 
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fiskal berupa insentif bagi para perempuan bekerja 
yang mempunyai tanggungan keluarga dalam 
konteks gender equality yang selanjutnya diberi 





Kebijakan “Women Tax Care” Di Beberapa Negara 
 
Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 
36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) 
menganut prinsip unitas personae atau family unit 
yaitu keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis 
dengan laki-laki sebagai kepala keluarga. 
Konsekuensinya segala penghasilan dan kerugian 
perempuan kawin akan digabung dengan suami, 
kecuali atas penghasilan isteri yang diperoleh dari 
satu pemberi kerja dan telah dipotong pajaknya. Hal 
yang menjadi permasalahan adalah apabila 
perempuan bekerja yang hendak memilih 
menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri. 
Sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU PPh, 
pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
atas tanggungan anak hanya diperkenankan bagi 
suami. Sedangkan perempuan baru akan mendapat 
tanggungan anak dan kawin apabila suami tidak 
berpenghasilan dengan syarat mendapatkan surat 
keterangan minimal pada tingkat kecamatan. Tentu 
hal ini jelas menimbulkan adanya diskriminasi bagi 
perempuan. Padahal pada penjelasan pasal 2 
Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 
KUP) yang digagaskan Menteri Keuangan Sri 
Mulyani, membuka kemungkinan perempuan kawin 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
sendiri, sehingga dapat memilih menjalankan hak 
dan kewajiban perpajakannya secara sendiri. Motif 
Sri Mulyani jelas bahwa ia hendak mendorong 
kesetaraan 
 gender dan menghormati pekerja perempuan, namun 
di dalam pasal 8 UU PPh yang justru masih 
bertentangan dengan spirit kesadaran dan kesetaraan 
gender. 
Banyaknya permasalahan yang timbul 
terkait kesetaraan gender di Indonesia, mendorong 
harus adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang 
telah ada. Hal ini tertuang dalam UU No. 7 Tahun 
1984 tentang pengesahan konvensi mengenai 
“Penghapusan segala bentuk diskiriminasi terhadap 
perempuan”. Beberapa negara seperti Inggris, 
Norwegia, Kanada sudah mulai memberlakukan 
adanya suatu kebijakan berupa pengurangan ataupun 
dalam bentuk insentif tersendiri bagi Wajib Pajak 
perempuan. Pada kawasan Asia Tenggara, negara 
yang sudah memberlakukan insentif tersebut 
diantaranya Singapura dan Malaysia. Hal ini 
dilatarbelakangi karena negara-negara tersebut sudah 
mulai mengerti akan pentingnya kesetaraan gender 
sebagai suatu upaya untuk memperjuangkan hak 
perempuan di segala bidang. Selaras dengan itu hasil 
deklarasi San Fransisco pada pertemuan Asia-Pasific 
Economic Federation (APEC) – Women in the 
Economy Forum (WEF) 2011, menyebutkan bahwa 
bahwa perempuan berpotensi menjadi tonggak utama 
dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara selain 
sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan bagi para 
perempuan. Mengutip dari jurnal bertajuk “Women at 
Work”, bentuk kebijakan gender equality diantaranya 
dapat berupa: (1) Pengurangan terhadap penghasilan 
bruto untuk sebagai dasar pengenaan pajak (Tax 
Deduction), (2) Penundaan pembayaran pajak dalam 
jangka waktu tertentu (Tax Deferrals), dan (3) 
Pengurangan pajak atas total pajak yang dibayar (Tax 
Credit) (World Bank, 2019). 
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Tabel 1. Bentuk Kebijakan Pajak yang Dapat Diperoleh Perempuan di Beberapa Negara 
 







A.W orking Tax Credit: 
• Single Parrent 
• Work at least 30 
hour/week 
• Approved Childcare 






● Up to £210 /week 
● £500/ 3 month or up to 
£2.000/ year 
 
Tax Deduction; Untuk 
keringanan tersebut 
hanya dapat diklaim 






Child care Expense (Line 
21400) 
● Age 6 or less 
● Age 7 to 16 










Insentif  yang 
Ditujukan untuk biaya 
perawatan anak, dapat 





Individual Tax Relief 
● Purchase of breastfeeding 
equipment for own use for a 
child aged 2 years and below 
● Child care fees for a child 
aged 6 years and below 
● Disabled Child Basic supporting 
equipment for disabled self, 
spouse, child or parent 
● 1.000 RM 
  
  
● 1.000 RM 
  
  
● 8.000 RM 





anak, dapat di klaim 
juga sepenuhnya 
oleh perempuan 




Working Mother Child Relief 
(WMCR) 
● 1st Child 
 
● 2nd Child 
 
● 3rd and beyond 
 
● 15% of mother 
income 
● 20% of mother 
income 
25% of mother income 
 
 
Tax Deduction, Insentif ini 
khusus ditujukan bagi para 




Norwegia A.)Single Provider Special 
Allowance 
B.) Child-care deduction: 
● First Child 
2nd Child and Beyond 
 
 








single parrent yang 
mengasuh anak 
sendiri. Sedangkan 
untuk Tax Deduction 
ditujukan untuk 
biaya perawatan 
anak, dapat diklaim 
juga perempuan 
Sumber: Mengutip dari website Tax Authority masing-masing negara, diolah kembali oleh penulis 
*Pada tahun 2018, pemerintah Malaysia juga menawarkan kebijakan career comeback tax exemption yaitu 
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Penelitian menggunakan metode analisis 
interaktif yang meliputi pengumpulan data, 
reduksi data, interpretasi data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil data disajikan dalam bentuk 
skema dan dianalisis secara deskriptif untuk 
menunjukkan bahwa kesetaraan gender telah 
diterapkan pada sistem perpajakan di beberapa 
negara 
 
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Kebijakan 
 
Latar belakang penerapan kebijakan gender 
equality di setiap negara memiliki tujuan yang 
berbeda-beda. Di Malaysia, diberikannya kebijakan 
yang diharapkan pada tahun 2020 dapat 
meningkatkan TPAK perempuan bekerja menjadi 
56,5%. Di Inggris, pemberian kebijakan Tax- Free 
Childcare diperpanjang sampai 31 Oktober 2020. 
Hal ini dikarenakan pemerintah Inggris memberikan 
dukungan untuk keluarga pekerja yang terkena 
dampak COVID-19 ingin memastikan agar 
perekonomian keluarga tidak akan terpengaruh oleh 
perubahan mendadak keadaan pandemi COVID-19. 
Sedangkan di Singapura, penerapan kebijakan 
Mother & Parenthood (M&P) bertujuan untuk 
mengatasi tantangan utama yang dihadapi warganya 
dalam menikah dan memulai serta membesarkan 
keluarga dengan memfasilitasi keseimbangan 
kehidupan kerja yang lebih baik, menyediakan pilihan 
pengasuhan anak berbasis pusat yang berkualitas, dan 
memberikan dukungan keuangan bagi orang tua 
untuk membesarkan dan merawat anak-anak mereka. 
Berdasarkan penelitian dan penelaahan yang penulis 
lakukan, usulan kebijakan Women Tax Care di 
Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu 
(1) Tax Reduction berupa pengurangan tarif pajak 
PPh final UMKM bagi perempuan yang memiliki 
usaha di sektor informal, (2) Tax Deduction berupa 
pengurangan penghasilan bruto bagi perempuan 
yang bekerja di sektor formal dan memiliki 
tanggungan anak. 
Tax Reduction dilatarbelakangi besarnya 
peran UMKM terhadap pemulihan perekonomian 
Indonesia. Menurut Kementerian Koordinator 
Perekonomian, data tahun 2018 UMKM 
menyumbang Rp8.400 triliun atau sekitar 60% 
terhadap GDP. Perlu diketahui 60% UMKM di 
Indonesia merupakan perempuan 
(KEMENPPPA,2018). Dalam PP 23 Tahun 2018 
sendiri masih belum diterapkannya gender equality, 
padahal perempuan memiliki andil yang besar pada 
perekonomian Indonesia. Berdasarkan penelitian 
menunjukan bahwa Wajib Pajak perempuan akan 
patuh membayar pajak dengan alasan hati nurani atau 
memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar 
sesuai dengan jumlah yang seharusnya, sedangkan 
laki-laki lebih menekankan pada ketakutan pada 
sanksi yang diberlakukan (Debbianita dan Verani 
Carolina, 2013).  
Sedangkan insentif pajak untuk Tax 
Deduction, dilatarbelakangi bahwa didalam pasal 7 
UU PPh tidak semua perempuan dapat memperoleh 
PTKP atas tanggungan anak. Sedangkan mereka 
harus kehilangan “kemewahan” dengan mengasuh 
anak dan membayar baby sitter. Dalam perhitungan  
PPh  Pasal  21,  dikenal  adanya  istilah  “Biaya  
Jabatan”.  Sesuai  dengan Peraturan  Menteri 
Keuangan (PMK) No. 250/PMK.03/2008, biaya 
jabatan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan 
PPh bagi pegawai tetap. Biaya jabatan ditetapkan 
sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal 
Rp 500.000 perbulan atau Rp 6.000.000 pertahun. 
Biaya jabatan tersebut dapat dikatakan merupakan 
salah satu contoh dari Tax Deduction. Berdasarkan 
hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2019, 
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rata- rata pengeluaran perkapita penduduk sebesar 
Rp 1.205.862 perbulan. Melihat hal tersebut maka 
besarnya biaya jabatan dirasa tidak relevan dengan 
kondisi saat ini. Terlebih lagi bagi perempuan akan 
lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus 
kegiatan rumah tangga. Belum lagi untuk barang 
konsumsi mulai dari pakaian, produk kesehatan, 
produk perawatan diri, dan sebagainya memiliki 
harga yang tidak murah. Berdasarkan riset 
U.S.Departement of Agliculture tahun 2015, 
diketahui bahwa diperlukan biaya rata-rata sebesar 
US $900 atau kurang lebih Rp 13.000.000 untuk 
membesarkan anak selama setahun. Hasil riset 
tersebut diperkuat dengan hasil survei yang 
dilakukan oleh Department of Consumer Affairs di 
New York pada Desember 2015 terhadap 800 produk 
dari 90 brand berbeda, hasil survei tersebut 
menunjukan rata-rata produk perempuan dihargai 
lebih tinggi 7% dibanding produk untuk laki-laki. 
Oleh karena itu pentingnya kebijakan fiskal untuk 




Women Tax Care dipandang penting dalam 
mewujudkan terciptanya stabilitas perokonomian di 
Indonesia. Pada penerapannya sendiri dapat 
menggunakan kondisi sebagai berikut: 
1. Perempuan yang memiliki usaha di sektor 
informal 
a. Tarif pajak untuk UMKM ditetapkan saat ini 
sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto usaha 
bagi Wajib Pajak tertentu. Penerapan women 
tax care ini dapat berupa penurunan tarif dari 
0,5% menjadi lebih rendah. Insentif ini 
diberikan khusus bagi para pelaku UMKM 
perempuan yang memiliki NPWP atas namanya 
sendiri dengan mengajukan pemberitahuan 
secara online melalui situs website DJP. 
2. Perempuan yang bekerja di sektor formal 
a. Komponen Women Tax Care ini dapat 
diterapkan pada perhitungan PPh Pasal 21 
pegawai tetap layaknya biaya jabatan. Untuk 
jumlah pengurangannya sendiri dapat berupa 
prosentase seperti di Singapura ataupun dapat 
ditetapkan secara spesifik batasan jumlah 
biayanya seperti di Malaysia. 
Sebagai contoh: 
 
Ny. A bekerja, menikah dan memiliki 2 anak. 
Dalam tahun 2019 memperoleh penghasilan 
setahun sebesar Rp 100.000.000. Suami Ny. A 
adalah seorang pekerja dengan penghasilan 
dibawah PTKP. Jika dalam satu tahun 
mengeluarkan biaya atas pengasuhan anak 
sebesar Rp 10.000.000 maka perhitungan PPh 
21 nya adalah pada Bagan 1. 
Berdasarkan Bagan 1 dijabarkan bahwa 
bagi Wajib Pajak perempuan dengan menerapkan 
skema Singapura dan Malaysia akan memiliki take 
home pay lebih besar dibandingkan perhitungan 
normal (Skema 1). Pada kasus ini, Wajib Pajak 
Perempuan dengan penghasilan bruto Rp 
100.000.000, jika menggunakan skema Women Tax 
Care Singapura (Skema 2) dan Malaysia (Skema 3) 
akan memiliki take home pay dengan selisih lebih 
besar berturut-turut Rp 1.750.000 dan Rp 500.000. 
Tentu hal ini akan sangat membantu para pekerja 
perempuan dalam segi finansialnya. Dengan adanya 
penerapan Women Tax Care ini menyebabkan 
bertambahnya jumlah take home pay yang diterima 
oleh perempuan bekerja. Besarnya jumlah take home 
pay ini tentu akan berbeda-beda tergantung pada 
besarnya jumlah penghasilan bruto yang diterima dan 
jumlah biaya yang dapat dikurangkan
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Bagan 1. Contoh Simulasi Perbandingan Penerapan Tax Deduction-Women Tax Care pada PPh Pasal 21 
 
 
Sumber: diolah kembali oleh penulis 
*Untuk besarnya tarif pengurangan sendiri, penulis menggunakan pendekatan berdasarkan kebijakan di Singapura 
dan Malaysia (Tabel 1). 
 
Berdasarkan data BPS tahun 2018 
perempuan menyumbang 36,7% pendapatan di 
Indonesia. Angka ini terus bertambah dalam kurun 
waktu 5 (lima) tahun terakhir. Dengan 
diterapkannya kebijakan ini diharapkan kedepannya 
mampu membantu meningkatkan perkembangan 
sumbangan pendapatan perempuan dalam 
membangun perekonomian di Indonesia, 
meningkatkan kesadaran pajak bagi para pelaku 
UMKM terkhusus perempuan, dan utamanya   
diharapkan   dapat   menciptakan   adanya   asas   
keadilan   (equality).   Seperti yang diungkapkan 
Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations 
terkait The Four Maxims dalam asas pemungutan 
pajak, pemungutan pajak negara tidak boleh 





Pada situasi New Normal saat ini, pemerintah 
sebagai regulator diharapkan dapat melahirkan 
kebijakan-kebijakan yang mampu memulihkan 
pertumbuhan perekonomian yang sedang tidak stabil. 
Menurut laporan penelitian McKinsey Global 
Institute (2015), apabila dunia memajukan 
kesetaraan perempuan terhadap laki-laki, akan 
berpotensi mendatangkan keuntungan sebesar 
US$12 triliun sampai 2025 pada Gross Domestic 
Product (GDP). Women Tax Care diharapkan 
menjadi awal yang baik untuk penerapan Gender 
Equality pada sistem perpajakan di Indonesia. 
Dengan adanya usulan kebijakan ini, dinantikan 
terjadinya peningkatan partisipasi angkatan kerja dan 
kesejahteraan untuk perempuan yang disebabkan 
bertambahnya take home pay. Namun penerapan 
Women Tax Care ini mungkin membuat menurunnya 
penerimaan pajak atas pajak penghasilan, tetapi di 
sisi lain akan terjadi peningkatan pada sektor 
penerimaan pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan 
Nilai, Pajak Daerah, dan PPh Pasal 22 Impor sebagai 
akibat dari naiknya daya beli masyarakat untuk 
produk-produk tertentu. Dengan naiknya daya beli 
masyarakat, akan mendorong roda perekonomian 
Indonesia menjadi lebih baik dan stabil. 
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Menurut Santoso Brotodihardjo (1995), 
fungsi pajak dalam rangka pembangunan 
mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan 
regulerend. Fungsi budgetair adalah fungsi yang 
letaknya di sektor publik, dan pajak di sini 
merupakan suatu alat (atau suatu sumber) untuk 
memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam 
kas negara yang pada waktunya akan digunakan 
untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi 
regulerend, pajak digunakan sebagai suatu alat untuk 
mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar 
bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak 
ditujukan terhadap sektor swasta. 
Selain berpotensi pada fungsi budgetair, 
kebijakan Women Tax Care ini juga akan memiliki 
andil yang penting pada fungsi regulerend, dimana 
akan memperlancar rencana pembangunan Indonesia 
jangka panjang. Perlu diketahui, anak merupakan 
aset bangsa yang memiliki peran strategis sebagai 
sumber daya manusia potensial pada pembangunan 
Indonesia di masa depan. Dengan adanya Women Tax 
Care ini, akan membuat peran anak sebagai aset 
bangsa dapat lebih dijaga, dirawat dan terpenuhi 
kebutuhannya dengan baik. Selain itu, dapat 
meningkatkan motivasi perempuan dalam mencari 
penghasilan dengan cara meningkatkan daya 
kreativitas  masyarakat.  Hal  tersebut  tentu  akan  
mendorong  potensi  ekonomi  kreatif  yang 
digadangkan menjadi pilar ekonomi Indonesia di 
masa depan. Hal ini terlihat dari data yang dihimpun 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
ekonomi kreatif pada 2018 berkontribusi sebesar Rp 
1.105 triliun terhadap GDP. Dengan demikian, 
adanya Women Tax Care ini akan membuat 
perekonomian dan pembangunan Indonesia baik 
jangka pendek maupun jangka panjang menjadi lebih 
stabil dan kuat. 
Hambatan 
Dalam usulan yang telah dijabarkan sebelumnya, 
akan terdapat potensi hambatan- hambatan dalam 
mewujudkan Women Tax Care. Pertama, kurangnya 
kesadaran karena adanya stereotip gender pada norma 
sosial dan hukum yang mengakar kuat di masyarakat 
membuat terhalangnya partisipasi penuh perempuan 
dalam pekerjaan. Stereotipe yang ada seharusnya lebih 
berfokus pada pentingnya kontribusi yang diberikan 
bukan berdasarkan gender yang dimiliki. Kedua, 
sulitnya menentukan angka yang ideal dalam 
pemberian pengurangan penghasilan bruto dan 
penurunan tarif pajak UMKM. Untuk membuat 
sebuah kebijakan yang efektif pada penerapannya, 
diperlukan pengumpulan data, kajian pustaka, 
pengamatan serta analisa mendalam pada kondisi 
perekonomian dan dalam sisi perpajakan pada situasi 
terkini. Ketiga, perlunya menjalin kerjasama antara 
Kementerian Keuangan dengan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(KEMENPPPA) atau lembaga lain yang terkait dalam 
rangka koordinasi merumuskan kebijakan. Keempat, 
merubah suatu undang-undang atau peraturan akan 
memakan proses yang panjang. Perubahan undang-
undang harus melalui dua tingkat pembicaraan, 
menunggu persetujuan DPR RI, ditandatangani 
presiden, lalu sampai pada tahap pengesahannya tentu 
akan memakan waktu yang tidak sebentar dan belum 




Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
 
1. Diperlukannya sistem perpajakan yang 
berlandasan gender equality karena pada 
faktanya banyak negara yang berhasil 
menerapkan kebijakan tersebut; 
2. Kebijakan fiskal berupa Women Tax Care 
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agar gender equality bisa diaplikasikan dan 
dapat memperkuat perekonomian negara  
baik jangka panjang maupun jangka 
pendek; 
3. Kebijakan Women Tax Care direncanakan 
berupa pemberian stimulus yaitu Tax   
Deduction atau Tax Reduction kepada para 
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